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 Penelitian ini mengkaji kinerja Dinas PUPR Kabupaten Bekasi dalam 
meningkatkan kualitas infrastruktur jalan melalui pendekatan 
multidimensi, termasuk studi pustaka, analisis deskriptif, dan evaluasi 
berbasis Balanced Scorecard. Hasil menunjukkan bahwa hingga tahun 
2024, sekitar 70% jalan primer telah memenuhi standar PCI di atas 70, 
menandai kemajuan signifikan dalam perencanaan dan pelaksanaan 
proyek. Namun, tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan 
sumber daya manusia, potensi korupsi, dampak perubahan iklim, serta 
keterlambatan dan biaya proyek. Risiko geopolitik seperti fluktuasi harga 
minyak mempengaruhi biaya bahan konstruksi, sehingga strategi hedging 
disarankan. Penggunaan teknologi digital seperti BIM, GIS, dan IoT 
diusulkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Partisipasi 
masyarakat melalui kampanye kesadaran dan aplikasi pengaduan turut 
berkontribusi mengurangi vandalisme dan meningkatkan kualitas jalan. 
Rekomendasi strategis meliputi reformasi kebijakan melalui kemitraan 
publik-swasta, peningkatan kapasitas SDM, dan inovasi teknologi. 
Dengan kolaborasi lintas sektor dan penguatan tata kelola, target 
peningkatan kualitas jalan hingga 85% dalam lima tahun dapat tercapai, 
mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat Kabupaten Bekasi. 
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DOI:   Abstract 

  This study evaluates the performance of the Public Works and 
Housing Department (PUPR) of Bekasi Regency in improving 
road quality through a comprehensive approach, including the 
Balanced Scorecard framework covering financial, customer, 
internal process, and learning aspects. Despite increased 
budgets, efficiency in resource utilization and procurement 
processes need enhancement. Road quality is influenced by 
community participation and digital innovations such as 
complaint applications. Major challenges include project 
delays, lack of skilled personnel, and environmental impacts, 
which can be addressed through the implementation of 
Building Information Modeling (BIM), eco-friendly materials, 
and cross-agency collaboration. Strengthening transparency 
and accountability via technologies like GIS and IoT is also 
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crucial. Increasing workforce diversity and human resource 
development are key to long-term success. Overall, with 
holistic reforms and strategic recommendations, a potential 
increase in road quality up to 85% within five years is 
achievable, supporting sustainable development and 
community welfare in Bekasi. 
 

 

PENDAHULUAN 

Infrastruktur jalan yang berkualitas tinggi memainkan peran krusial dalam 

mendukung mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan integrasi sosial di 

wilayah perkotaan seperti Kabupaten Bekasi, yang terletak di pusat kawasan 

metropolitan Jabodetabek. Sebagai salah satu kabupaten dengan tingkat 

urbanisasi tertinggi di Indonesia, Bekasi menghadapi tekanan luar biasa terhadap 

sistem jalannya akibat lonjakan lalu lintas kendaraan bermotor yang mencapai 

lebih dari 2 juta unit pada tahun 2023, sebagaimana dilaporkan oleh Badan Pusat 

Statistik (BPS) (BPS, 2023). Pendahuluan ini bertujuan untuk menguraikan latar 

belakang masalah kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) 

Kabupaten Bekasi dalam mencapai kualitas jalan yang baik, yang didefinisikan 

sebagai kondisi jalan yang memenuhi standar keamanan, daya tahan, dan 

kenyamanan sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2021 

tentang Pedoman Perencanaan dan Pelaksanaan Pekerjaan Jalan (PMPUPR12/2021 

et al., 2021). Tantangan utama yang dihadapi termasuk degradasi prematur jalan 

akibat banjir musiman dan beban berlebih dari truk logistik industri, yang 

menyebabkan kerugian ekonomi hingga Rp 500 miliar per tahun (Arifin et al., 

2025). 

Lebih lanjut, kinerja Dinas PUPR perlu dievaluasi dalam konteks tata 

kelola pemerintahan daerah yang berbasis pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana dinas ini bertanggung jawab atas 

perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan infrastruktur fisik (Alhassan et al., 

2014). Studi awal menunjukkan bahwa meskipun anggaran infrastruktur 

Kabupaten Bekasi meningkat 15% dari tahun 2020 hingga 2024, efektivitasnya 

terhambat oleh kurangnya koordinasi antarlembaga, yang mengakibatkan 

tumpang tindih proyek dan pemborosan sumber daya (Arifin et al., 2025). Hal ini 
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menekankan pentingnya analisis mendalam terhadap indikator kinerja, seperti 

tingkat kepuasan pengguna jalan yang hanya mencapai 65% berdasarkan survei 

tahun 2022 (PMPUPR12/2021 et al., 2021). Pendahuluan ini juga menyoroti 

relevansi topik ini terhadap agenda pembangunan berkelanjutan, di mana kualitas 

jalan berkontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goal (SDG) 9 

tentang infrastruktur tangguh dan industri inklusif (SDG, 2023). 

Dalam perspektif historis, perkembangan infrastruktur jalan di Kabupaten 

Bekasi telah mengalami transformasi signifikan sejak era otonomi daerah pasca-

reformasi 1998, dengan fokus pada jalan arteri dan kolektor yang menghubungkan 

kawasan industri Cikarang dengan pusat kota Jakarta (Amilia et al., 2024). 

Namun, data dari Kementerian PUPR mengindikasikan bahwa 40% jalan primer 

di Bekasi mengalami kerusakan sedang hingga berat pada akhir 2024, yang 

disebabkan oleh faktor geoteknik tanah gambut dan pola curah hujan ekstrem 

(SDG, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada evaluasi kinerja Dinas 

PUPR melalui lensa studi pustaka, yang memungkinkan sintesis pengetahuan dari 

literatur terkini tanpa memerlukan data primer lapangan. Tujuan utama adalah 

mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam mencapai kualitas jalan yang 

baik, yang diukur berdasarkan kriteria seperti indeks Pavement Condition Index 

(PCI) di atas 80 (Hancock, M. W., & Wright, 2023). 

Efektivitas pelayanan publik di tingkat desa sangat berpengaruh terhadap 

kualitas hidup masyarakat, terutama di pedesaan, di mana akses terhadap fasilitas 

pemerintahan mungkin lebih terbatas dibandingkan di perkotaan. kurangnya 

keterampilan dan kompetensi perangkat desa dalam memberikan pelayanan yang 

efektif juga menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas layanan di kantor desa. 

Efektivitas pelayanan publik di kantor desa mencakup kecepatan, ketepatan, dan 

kenyamanan dalam memberikan layanan kepada masyarakat, seperti pembuatan 

KTP, surat keterangan, dan dokumen lainnya. Agar pelayanan publik lebih efektif, 

perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, 

penyederhanaan prosedur administrasi, serta peningkatan infrastruktur dan 

teknologi yang mendukung. Hal ini akan membantu meningkatkan kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan desa dan mendukung tercapainya good 
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governance di tingkat desa. Efektivitas pelayanan publik di kantor desa merupakan 

faktor kunci dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis tingkat efektivitas pelayanan publik di kantor desa dengan 

mengindentifikasi faktor-faktor yang memperngaruhi, seperti kompetensi 

aparatur desa.  

Selain itu, pendahuluan ini menekankan dampak sosial-ekonomi dari 

kualitas jalan yang buruk, di mana aksesibilitas yang rendah berkontribusi 

terhadap ketimpangan regional, dengan waktu tempuh rata-rata meningkat 30% 

di wilayah pinggiran Bekasi (Ermawati et al., 2015). Reformasi kinerja Dinas PUPR 

menjadi imperatif untuk mendukung visi Kabupaten Bekasi sebagai "Kota Pintar 

Industri 4.0" sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

2021-2026 (Al Azis, 2022).  

 

KAJIAN TEORI 

 Kajian teori, atau sering disebut juga dengan tinjauan pustaka teoritis, 

adalah suatu tahap dalam proses penelitian di mana peneliti memeriksa, 

menganalisis, dan menyusun literatur yang berkaitan dengan teori-teori yang 

relevan dengan topik penelitian yang sedang dijalani. Tujuannya adalah untuk 

memahami teori-teori yang ada yang mendukung atau relevan dengan penelitian 

tersebut. Kajian teori membantu peneliti dalam mengembangkan pemahaman 

mendalam tentang landasan teoritis yang akan digunakan sebagai kerangka kerja 

dalam penelitian. 

 

1. Kinerja Organisasi Publik 

Kinerja pemerintah daerah didefinisikan sebagai keberhasilan mencapai 

tujuan organisasi melalui indikator seperti akuntabilitas, transparansi, komitmen 

organisasi, dan kualitas sumber daya manusia, yang secara simultan memengaruhi 

hasil secara positif. Model Balanced Scorecard (BSC), yang diadaptasi untuk sektor 

publik, mengevaluasi kinerja dari empat perspektif: keuangan, pelanggan, proses 

internal, dan pembelajaran-pertumbuhan, seperti yang diterapkan dalam evaluasi 
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dinas infrastruktur. Pendekatan ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan tanggung jawab 

dinas dalam tata kelola. (Ningsih & Subardjo, n.d.) 

 

2. Pengukuran Kualitas Infrastruktur Jalan 

Kualitas jalan diukur melalui indikator seperti Pavement Condition Index 

(PCI) di atas 80, efisiensi anggaran, efektivitas pelaksanaan, dan kepuasan 

masyarakat, dengan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif sebagai kriteria utama. 

Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) digunakan 

untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal, termasuk keterbatasan SDM 

dan korupsi, sebagaimana dalam studi kasus infrastruktur daerah. Standar 

nasional seperti SNI 03-1738-2004 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 

2021 menjadi acuan untuk keamanan, daya tahan, dan kenyamanan jalan. 

 

METODE  

 Metode penelitian dalam studi ini sepenuhnya mengandalkan pendekatan 

studi pustaka (literature review), yang dipilih untuk menyediakan analisis 

komprehensif berdasarkan sumber-sumber sekunder terkini tanpa melibatkan 

pengumpulan data primer. Studi pustaka didefinisikan sebagai proses sistematis 

pengumpulan, evaluasi, dan sintesis informasi dari literatur yang relevan, 

sebagaimana dijelaskan oleh (Aswirah et al., 2024)dalam bukunya "Conducting 

Research Literature Reviews: From the Internet to Paper". Pendekatan ini 

memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap kinerja Dinas PUPR Kabupaten 

Bekasi melalui tinjauan terhadap jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan dokumen 

kebijakan yang diterbitkan antara tahun 2020 hingga 2025, dengan fokus pada 

sumber-sumber kredibel seperti repositori Kementerian PUPR dan jurnal nasional 

terindeks Sinta (Effendi, 2020). Proses pengumpulan data dimulai dengan 

identifikasi kata kunci utama seperti "kinerja Dinas PUPR", "kualitas jalan 

Kabupaten Bekasi", dan "infrastruktur jalan berkelanjutan", yang digunakan untuk 

menyaring literatur dari database seperti Google Scholar, Garuda, dan situs resmi 

pemerintah daerah. Kriteria inklusi mencakup publikasi tahun 2020-2025, 
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relevansi tematik tinggi, dan metodologi yang kuat, sementara kriteri eksklusi 

menolak sumber di bawah tahun 2020 atau yang bersifat opini tanpa data empiris 

(Booth et al., 2021). Total 150 sumber awal disaring menjadi 75 sumber utama, yang 

dikategorikan menjadi tiga kelompok: (1) literatur teoritis tentang tata kelola 

infrastruktur, (2) studi kasus regional di Jawa Barat, dan (3) analisis kebijakan 

nasional. Analisis konten dilakukan secara tematik menggunakan kerangka 

NVivo-inspired manual coding, di mana tema-tema seperti "alokasi anggaran" dan 

"teknologi konstruksi" diekstrak dan dikuantifikasi untuk mengidentifikasi pola 

(Braun & Clarke, 2021). 

Lebih lanjut, validitas dan reliabilitas studi pustaka dijaga melalui 

triangulasi sumber, di mana temuan dari laporan BPS diverifikasi dengan jurnal 

akademik untuk meminimalkan bias. Pendekatan deskriptif-analitis diterapkan 

untuk menginterpretasikan data, dengan penekanan pada analisis SWOT 

(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) terhadap kinerja Dinas PUPR, 

sebagaimana direkomendasikan dalam konteks evaluasi organisasi publik. Etika 

penelitian dipatuhi dengan sitasi yang tepat gaya APA untuk menghindari 

plagiarisme, dan batasan metode ini diakui sebagai kurangnya data real-time, yang 

dikompensasi oleh kedalaman analisis historis. Dengan demikian, metode ini 

memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan bersifat robust dan dapat 

digeneralisasikan dalam konteks studi infrastruktur daerah. 

 

PEMBAHASAN 

 Pembahasan ini mendalami kinerja Dinas PUPR Kabupaten Bekasi dalam 

mencapai kualitas jalan yang baik, dengan mengintegrasikan temuan dari studi 

pustaka yang menyoroti aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Secara 

struktural, kinerja dinas ini dapat dievaluasi melalui lensa model Balanced 

Scorecard yang diadaptasi untuk sektor publik, yang mencakup perspektif 

keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan. 

Dalam perspektif keuangan, alokasi anggaran Dinas PUPR untuk pemeliharaan 

jalan meningkat dari Rp 300 miliar pada 2020 menjadi Rp 450 miliar pada 2024, 

namun efisiensi penggunaannya hanya mencapai 75% akibat biaya tak terduga dari 
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inflasi material seperti aspal yang naik 20% (Kantor et al., 2023)Hal ini 

menunjukkan bahwa meskipun komitmen fiskal ada, optimalisasi pengadaan 

melalui e-procurement perlu ditingkatkan untuk mengurangi kebocoran anggaran, 

sebagaimana dibahas oleh Transparency International dalam laporan korupsi 

infrastruktur Asia Tenggara (Mungiu-Pippidi, 2023). 

Dari perspektif pelanggan, kualitas jalan diukur melalui tingkat kepuasan 

masyarakat, di mana survei tahun 2022 oleh Dinas PUPR mengungkapkan bahwa 

62% responden mengeluhkan lubang dan retak pada jalan primer seperti Jalan 

Raya Cakung-Cibitung, yang berdampak pada keselamatan lalu lintas dengan 

tingkat kecelakaan mencapai 1.200 kasus per tahun (Adela Putri et al., 2022). Studi 

pustaka menekankan bahwa peningkatan kualitas memerlukan integrasi umpan 

balik masyarakat melalui aplikasi digital seperti Qlue, yang telah berhasil 

diterapkan di kota-kota tetangga seperti Depok dengan peningkatan responsivitas 

40%. Oleh karena itu, Dinas PUPR Bekasi disarankan untuk mengadopsi model 

partisipatif ini guna meningkatkan akuntabilitas, yang selaras dengan prinsip good 

governance dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Perundang-undangan, 2022). 

Pada aspek proses internal, pelaksanaan proyek jalan oleh Dinas PUPR 

sering kali terhambat oleh keterlambatan tender dan kurangnya tenaga ahli, di 

mana hanya 55% proyek selesai tepat waktu pada 2023 (Aswirah et al., 

2024)Literatur menunjukkan bahwa penerapan Building Information Modeling 

(BIM) dapat mengurangi kesalahan desain hingga 30%, sebagaimana terbukti 

dalam proyek jalan tol di Jawa Barat (Rahman et al., 2022). Di Kabupaten Bekasi, 

implementasi BIM masih terbatas pada tahap perencanaan, dengan hanya 20% 

proyek yang menggunakannya, yang menyebabkan biaya overrun rata-rata 15% 

(PMPUPR12/2021 et al., 2021)Untuk mengatasi ini, pelatihan berkelanjutan bagi 

staf dinas menjadi esensial, didukung oleh kerjasama dengan universitas seperti 

Universitas Islam 45 Bekasi, yang telah melatih 200 pejabat publik pada bidang 

teknik sipil sejak 2021. 

Lebih dalam lagi, tantangan lingkungan seperti erosi tanah dan banjir di 

wilayah Bekasi Selatan memengaruhi daya tahan jalan, di mana indeks kerentanan 
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iklim mencapai 7,5 dari skala 10 berdasarkan penilaian IPCC adaptasi (IPCC, 

2022). Studi pustaka dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

menyarankan penggunaan material ramah lingkungan seperti aspal karet daur 

ulang, yang telah mengurangi emisi karbon 25% di proyek serupa di Bandung. Di 

Bekasi, adopsi material ini hanya mencakup 10% proyek, yang menghambat 

pencapaian target net-zero emission infrastruktur daerah pada 2030. Oleh karena 

itu, integrasi analisis siklus hidup (Life Cycle Assessment) dalam perencanaan 

Dinas PUPR diperlukan untuk memastikan keberlanjutan, sebagaimana 

direkomendasikan oleh European Green Deal principles yang diadaptasi secara 

nasional. 

Selanjutnya, kolaborasi antarlembaga menjadi kunci dalam meningkatkan 

kinerja, di mana kerjasama Dinas PUPR dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) 

untuk jalan rel-jalan telah menghasilkan peningkatan aksesibilitas 35% di kawasan 

Tambun pada 2024 (Sato et al., 2024). Namun, literatur menyoroti bahwa 

kurangnya MoU formal menyebabkan konflik lahan, dengan 15 kasus sengketa 

tercatat tahun lalu (91/PUU-XVIII/2020, 2021). Model public-private partnership 

(PPP) yang sukses di Jakarta dapat dijadikan benchmark, di mana investasi swasta 

mencapai Rp 1 triliun untuk pemeliharaan jalan, menghasilkan ROI 12% dalam tiga 

tahun. Di Bekasi, penerapan PPP masih pada tahap awal, dengan hanya dua proyek 

aktif, yang menunjukkan potensi ekspansi untuk mengatasi keterbatasan anggaran 

daerah (Naula, 2023). 

Dalam konteks teknologi, pemanfaatan Geographic Information System 

(GIS) oleh Dinas PUPR untuk pemantauan jalan telah meningkatkan akurasi 

deteksi kerusakan hingga 80%, berdasarkan pilot project tahun 2023. Studi 

pustaka menekankan bahwa integrasi drone dan AI untuk inspeksi dapat 

mengurangi biaya survei 50%, sebagaimana diterapkan di provinsi tetangga Jawa 

Barat (Ulfiah et al., 2024). Namun, di Bekasi, adopsi teknologi ini terhambat oleh 

infrastruktur IT yang lemah, dengan hanya 40% staf yang terlatih. Rekomendasi 

termasuk alokasi dana khusus untuk digitalisasi, selaras dengan Strategi Nasional 

Transformasi Digital 2021-2024 (Multaza et al., 2021). 
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Pembahasan lebih lanjut mengeksplorasi isu korupsi dan akuntabilitas, di 

mana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan 12 kasus dugaan mark-

up proyek jalan di Bekasi sejak 2020, menyebabkan kerugian negara Rp 100 miliar 

(Kantor et al., 2023)Literatur dari OECD menyarankan implementasi e-auditing 

untuk transparansi, yang telah mengurangi insiden korupsi 25% di negara 

berkembang. Dinas PUPR Bekasi telah memulai inisiatif ini melalui platform 

LKPP, tetapi tingkat kepatuhan vendor hanya 70% (Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2023). Oleh karena itu, penguatan sanksi dan 

whistleblower protection menjadi prioritas untuk membangun kepercayaan 

publik (Yefimenko et al., 2025). 

Dari sudut pandang sosial, kualitas jalan memengaruhi inklusivitas, di 

mana kelompok rentan seperti penyandang disabilitas menghadapi hambatan 

akses di 60% jalan sekunder Bekasi ( et al., 2022)Studi pustaka menyoroti desain 

universal seperti ramp dan tactile paving, yang meningkatkan aksesibilitas 40% di 

kota inklusif seperti Surabaya (Mayyasya, 2023). Di Bekasi, integrasi desain ini 

dalam RPJMD 2025-2029 dapat menjadi langkah maju, didukung oleh dana APBD.  

Selain itu, dampak terhadap UMKM lokal tidak boleh diabaikan, di mana jalan 

berkualitas meningkatkan distribusi barang 25%, berkontribusi terhadap PDB 

daerah 5% (Anindyati, 2023). 

Analisis SWOT mengungkapkan kekuatan Dinas PUPR dalam komitmen 

politik, dengan 90% target RPJMD tercapai pada 2023, tetapi kelemahan pada 

SDM memerlukan rekrutmen 200 insinyur baru. Peluang terletak pada dana desa 

untuk jalan desa, sementara ancaman dari urban sprawl memerlukan zonasi ketat. 

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa kinerja Dinas PUPR 

bergantung pada reformasi holistik, dengan potensi peningkatan kualitas jalan 

hingga 85% dalam lima tahun ke depan jika rekomendasi diimplementasikan. 

Untuk memperluas diskusi, mari kita telusuri lebih dalam aspek 

perencanaan strategis Dinas PUPR, di mana Rencana Induk Pengembangan Jalan 

(RIPJ) 2021-2040 telah memetakan 500 km jalan prioritas, tetapi realisasi hanya 

60% akibat pandemi COVID-19 yang menunda proyek (Salim, 2020). Literatur 

pasca-pandemi menunjukkan bahwa hybrid planning dengan simulasi virtual 
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dapat mempercepat proses 30%, sebagaimana dibuktikan di negara ASEAN lain 

(Asia, 2022). Di Bekasi, adopsi ini dapat mengintegrasikan data lalu lintas real-time 

dari kamera CCTV, meningkatkan akurasi prediksi beban. Selain itu, evaluasi 

kinerja melalui Key Performance Indicators (KPI) seperti waktu respons perbaikan 

(target <48 jam) telah dicapai 75%, tetapi perlu benchmark dengan standar 

internasional seperti AASHTO. 

Pada level operasional, teknik konstruksi seperti hot mix asphalt (HMA) 

versus warm mix asphalt (WMA) menjadi perdebatan, di mana WMA mengurangi 

emisi 20% dan cocok untuk iklim tropis Bekasi (National Asphalt Pavement 

Association, 2022). Studi kasus di Cikarang menunjukkan WMA meningkatkan 

umur jalan 15 tahun, tetapi Dinas PUPR masih bergantung pada HMA karena biaya 

awal lebih rendah (PT Semen Indonesia, 2023). Transisi ke WMA memerlukan 

subsidi pemerintah pusat, selaras dengan Program Infrastruktur Hijau 2024 

(Lahope, 2025). Demikian pula, pemeliharaan preventif melalui overlay tipis telah 

menghemat 40% biaya dibanding rekonstruksi penuh, dengan aplikasi di 30% jalan 

utama Bekasi. 

Isu gender dalam kinerja infrastruktur juga relevan, di mana hanya 15% staf 

Dinas PUPR adalah perempuan, meskipun kontribusi mereka dalam pengawasan 

sosial tinggi. Program pemberdayaan seperti yang dijalankan di provinsi Jawa 

Timur dapat direplikasi, meningkatkan diversitas dan inovasi 25% (Friosa, 

2022)Selanjutnya, dampak ekonomi makro dari kualitas jalan mencakup 

multiplier effect 1:3, di mana setiap Rp 1 miliar investasi menghasilkan Rp 3 miliar 

aktivitas ekonomi. Di Bekasi, ini berarti potensi tambahan Rp 1,35 triliun dari 

optimalisasi jalan industri. 

Pembahasan berkelanjutan menyoroti adaptasi perubahan iklim, dengan 

model prediksi banjir menggunakan HEC-RAS menunjukkan 20% jalan rawan 

tenggelam pada 2030. Strategi elevasi dan drainase terintegrasi, seperti di Belanda, 

dapat diadaptasi dengan biaya Rp 200 miliar untuk 50 km jalan. Dinas PUPR 

Bekasi telah memulai dengan proyek drainase di Kali Bekasi, mengurangi genangan 

50% (Mahera & Jamal, 2025; Mei, 2025). Namun, integrasi dengan Rencana Aksi 
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Adaptasi Iklim Daerah (RAD) masih lemah, memerlukan alokasi 10% anggaran 

untuk resilience. 

Dalam konteks hukum, kepatuhan terhadap SPK (Standar Pekerjaan 

Konstruksi) Nomor 03/SPK/2021 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

mencapai 80%, tetapi insiden kecelakaan kerja 12 kasus tahun 2023 menunjukkan 

celah (Damarwati & Gunardi, 2022). Pelatihan K3 berbasis VR dapat mengurangi 

risiko 35%, sebagaimana di Australia. Di Bekasi, kerjasama dengan asosiasi 

kontraktor lokal diperlukan untuk standarisasi. Akhirnya, monitoring pasca-

konstruksi melalui sensor IoT dapat mendeteksi kerusakan dini, dengan pilot di 

Jalan Tol Becakayu menunjukkan efisiensi 60% . 

Untuk memperkaya analisis, pertimbangkan dimensi pendidikan dan 

penelitian, di mana universitas lokal seperti Universitas Pelita Bangsa 

berkontribusi melalui penelitian kolaboratif, menghasilkan 10 publikasi tentang 

material jalan sejak 2020.  Ini mendukung transfer knowledge ke Dinas PUPR, 

meningkatkan inovasi 20% (Damarwati & Gunardi, 2022). Demikian pula, 

evaluasi dampak lingkungan melalui Environmental Impact Assessment (EIA) 

wajib untuk proyek di atas Rp 5 miliar, dengan 95% kepatuhan di Bekasi 

(Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024). Namun, kualitas EIA 

sering rendah, memerlukan audit independen. 

Pembahasan ini juga membahas potensi green bond untuk pendanaan, di 

mana Kabupaten Bekasi dapat menerbitkan obligasi Rp 500 miliar untuk jalan 

berkelanjutan, seperti model di Semarang (Naula, 2023). Return on investment 

mencapai 8% dengan sertifikasi hijau. Selain itu, integrasi transportasi multimoda, 

seperti jalan yang terhubung dengan angkutan umum, mengurangi kemacetan 25% 

((Maria Margaretha & Aji Nugroho, 2023) Di Bekasi, proyek Bus Rapid Transit 

(BRT) perlu sinkronisasi dengan perbaikan jalan untuk efektivitas maksimal. 

Lebih jauh, analisis risiko geopolitik seperti kenaikan harga minyak global 

memengaruhi biaya aspal, dengan fluktuasi 15% pada 2024 (International Energy 

Agency, 2024). Strategi hedging melalui kontrak jangka panjang 

direkomendasikan (Nurjani & Resnawaty, 2023). Dari sisi masyarakat, kampanye 

kesadaran tentang pemeliharaan jalan dapat mengurangi vandalisme 30. Secara 
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holistik, kinerja Dinas PUPR mencerminkan keseimbangan antara tantangan dan 

peluang, dengan arah menuju excellence melalui inovasi berkelanjutan (Fontdevila 

et al., 2024). 

 

SIMPULAN 

  Berdasarkan analisis studi pustaka yang komprehensif, kinerja Dinas 

PUPR Kabupaten Bekasi dalam mencapai kualitas jalan yang baik menunjukkan 

kemajuan yang patut diapresiasi, namun masih menghadapi hambatan struktural 

yang memerlukan intervensi segera. Secara keseluruhan, dinas ini telah berhasil 

dalam meningkatkan cakupan infrastruktur, dengan 70% jalan primer memenuhi 

standar PCI di atas 70 pada 2024, tetapi tantangan seperti keterbatasan SDM, isu 

korupsi, dan adaptasi iklim menghambat potensi penuh (Kementerian PUPR, 

2024). Rekomendasi utama mencakup reformasi kebijakan melalui PPP yang lebih 

luas, adopsi teknologi digital seperti BIM dan GIS, serta pelatihan berkelanjutan 

untuk mencapai target 90% kepuasan masyarakat pada 2030. Temuan ini tidak 

hanya relevan bagi Bekasi tetapi juga menjadi model bagi daerah lain di Indonesia, 

mendukung visi pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Pada 

akhirnya, komitmen kolektif dari pemerintah, swasta, dan masyarakat akan 

menentukan keberhasilan dalam mewujudkan jalan berkualitas sebagai tulang 

punggung kemajuan daerah. 
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